
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 20T6

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

2.

1.

b.

c.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, yang berbunyi Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota
tentang 'Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang
disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD ;

bahwa penyampaian sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OL7 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL7 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19a5);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republih Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOQ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO0 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44t61, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5aOl;

9.

10.

11.

12.

13.

2



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diuUah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 2Ol2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 17 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6Lfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972l', sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturah Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L23, Tarctbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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27.

23.

24.

31.

32.

33.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272l;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5837);
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2OO7 tentang
'{\rnj angan Tenaga Kependidikan ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I
Tahun 2OL7;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangarl Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94lPMKlO7 I2OOB
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20|PMK.O7 l2OOe;

26.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlI
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OL3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3t Tahun 2016
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;

28.

29.
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36.

34.

35.

37.

38.

39.

40.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun '2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ratqyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor I Seri
E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 7 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2006 Nomor 8 Seri E) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2OlO tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OIO
Nomor I Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2OlI tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2O11 Nomor 1 Seri B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 20L2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembar4n Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2
Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 2 Seri
c);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2 Nomor 3 Seri
c);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2
Nomor 4 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2I
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2OI3-2O18 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2OLB
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI4
Nomor 8);
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46.

47.

48.

49.

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto...........
Selisih Lebih
Berkenaan: Rp.

Rp. 152.0O4.157 .904,00
Rp. 18.5OO.00O.0OO.OO
Rp. 133.5O4.I57 .904,00

Perhitungan Anggaran
0,00

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2Ol5 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol5
Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Ralryat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OL6 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9

Tahun 2OL6 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah ke Dalam Modal PDAM (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.,AN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20t7 adalah
sebagai berilmt:
1. PendapatanDaerah Rp. 1.718.182.383.623'00
2. Belanja Daerah Rp. 1.851.686.541.527.00

(Defisit) = ...... (Rp. 133.504.157.904,00)

tahun

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

atas :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .............. Rp. t46.87L.696.103'00
b. Dana Perimbangan sejumlah . Rp. 1 .336.407.865.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah sejumlah .. Rp. 234.902.822.520,00

6



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 20.594.033.596,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.269.273.078,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -

Dipisahkan sejumlah ...'..... Rp. 1.847.294'966,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 111.161.094.463,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:

Dana Bagr Hasil sejumlah Rp. 96.31 1.318.000,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 862.935.567.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 377.160.980.000'00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 2.929.310.000,00
b. Dana Bagr Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

sejumlah RP. 68.089 . 3 20 .52O ,OO

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah RP. 162.153.592.000,00

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah RP. 1.730.600.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Beianja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.089.965 .594.047 ,OO

b. Behnja Langsung sejumlah ........ Rp. 761.72O.947.48O,OO
Belanja fidak lattg"ung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 760.238.986.426,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 63.164.304.730,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.47L.220.000,00
d. Belanja Bagr Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ -

Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 4.192.588.010,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-

Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 253.398.494.881,00
f. Belanja Tidak Terduga qejumlah Rp. 3.500.000.000,00
Belanja i*g"rrng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja :

L. e.Utt3a pegawai sejumlah Rp. 34.623.611.325,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 3OO.374.4L2.418,OO
c. BelanJa Modaliejumlah Rp. 426.722.923.737,00

Pasal 4
pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 152.004'157'904,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ............. Rp. 18.500'000'000'00
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis

pembiayaan :

a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -

Anggaran sebelumnya sejumlah ..... Rp. 131.004.157.904,0O

b. pencairan Dana cadangan Rp. 21.000.000'000'00
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana cadangan Rp. 5.000.000.000,00

a.
b.

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)



b" Penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah -
sejumlah Rp. 13.500.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. L^a.mpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset retap

Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset

lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia angg€rrannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancanga.n perubahan APBD.

(21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga.
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerji program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap danrrat bencana.

(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 7
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI7
sebagai landasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2O16

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 29 Desember 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN PAMEKASAN NOMOR 448-IO I2016

I

MAD SYAFII

ARIS DAERAH

3H',


